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HUTKE-73 TAHUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Fungsn Leglslasa dan Perilaku Kmuptifjadﬂ‘antangan

JAKARTA - Tepat 29 Agustus

kemarin, DPRmerayakamﬂang :

tahun yangke-73. Dalam usia
yang cukup matang ini, DPR
fokus membenahi kelemahan
dalam bidang legislasi serta
maraknya kasus korupsi yang
men]eratparaanggotanya
“Dalam  rangkaian peri-
ngatan HUT DPR, tahuninidi -
adakanlombaStandUpComedy
dengan mengangkat: tema
Kritik terhadap DPR. Yang
mendapatbanyaksorotanada-
lahrendahnyakinerja DPRda -
lam membuat UU serta ba-
nyaknya anggota yang terlibat
kasus korupsi. Semua kritikan
yang disampaikan, patut kita
jadikan sebagai cambuk dan
masukan untuk melakukan
perbaikan ke depan,” kata Ke-
tuaDPRBambangSoesatyoda-
lam pidato Laporan Kinerja
DPR tahun 2017-2018 dalam
Rapat Paripurna DPR di Ge-

dungDPR, Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan, da-
lam masa sidang 2017-2018,
DPRtelahberhasilmenyelesai-
kan17UUsehingga DPR perio-
de 2014-2019 telah menelur -
kan62UU.Meskidemikian, dia
mengakui bahwa kinerja dibi -
danglegislasi belum sesuai de -
ngan harapan rakyat. Karena
itu, pimpinan DPR terusmeng-
ajak semua fraksi, komisi, dan
anggota DPR untuk bekerja
kerasmenyelesaikan Rancang -
an UU (RUU) yang disepakati
dalam Program Legislasi Na -
sional (Prolegnas). “Alhamdu-
il lah, hasilnya cukup meng-
gembirakan. Pada masasidang
lalu, kita berhasil menetapkan

RUU Pemberantasan Tindak -

Pidana Terorisme yang sudah
dibahas selama dua tahun
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Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) didampingi Wakll Ketua DPR Agus Hermanto (kanan)
mer*yaks:kan karya fotoyang dlpamerkan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin.

menjadiUU;" ujarnya.
Bambang menjelaskan, ki -
nerja legislasi tahun sidang
2017-2018 dituangkan dalam
bentuk Laporan Kinerja DPR
yang disampaikan pada setiap
tahun sidang, yakni Agustus.
Sementaraitu, Prolegnassering
digunakan sebagai ukuran
pencapaian kinerja legislasi
DPR. Namun, kinerja fungsile-
gislasi tidak hanya diukur dari
jumlah UU yang dihasilkan dan
yang terlibat tidak hanya DPR,
tapijugakementerian{l@mbaga
sebagai wakil dari pemerintah.
“Fungsi legislasi merupakan
suatu rangkaian proses yang
panjang, mulai penyusunan
RUU, pembahasan RUU ber-
sama dengan presiden/peme -
rintah, hingga pengambilan ke-
putusan dalam Rapat Paripur -

naDPRgunamendapatkanper-
setujuan bersama antara DPR
danpemerintah,”jelasnya.
Dengan begitu, lanjut dia,
paradigma pengukur kinerja
DPR didasarkan pada aspek
kuantitatif atau jumlah UU
yang dapat diselesaikan perlu
diubah. Kemajuan demokrasi
tidakbisa hanya diukur darise-
batas produktivitas DPR seba-
gai penghasil UU. Pendekatan
prosesdanoutcomelayakuntuk
lebih dikedepankan dibanding
jumlah semata. Pendekatan
proses dapat dilihat dari ba -
gaimana kebebasan menge-
mukakan pendapat, proses
penyerapan aspirasi, tingkat

partisipasi publik, dan dina- *

mika dalam setiap pembahas-
an RUU. “Stigma DPR sebagai
rubber stamp sudah lama di-

tinggalkan. Pembahasan RUU

dilakukan cukupalot dandina -
mis sampai pada tingkat peng-

ambilan keputusan. Bahkan,

tidakjarangbeberapa fraksise-

cara tegas menyatakan keti-
daksetujuannya atau meneri-
ma dengan catatan kritis,” tu-
turnya. ‘

Selain itu, dia menambah-
kan bahwa inisiatif open par -
liament atauDPRyang terbuka

- gunamelengkapidanmemper-

kuat parlemen modern yang
telah lama digagas DPR. Open
parliament _ini merupakan
inisiatif kolaborasi dan par-
tisipasi masyarakat di DPR se-
makin terbuka yang pada ak -
hirnya akan berkontribusi pa-
da peningkatan representasi
masyarakat.

“Ke depan harus terbuka

(rapat-rapat di DPR), ke depan
tidak boleh lagi ada yang ter-
tutup,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD
Oesman Sapta Odang menga -
takan bahwa Ketua DPR Bam-
bang Soesatyo yang pernah
menjabat sebagai ketua komisi
hukum dan HAM, menjadi
prinsip dasar hukum pasti me-
ngerti. Karenaitu,diaberharap
tidakadalagianggotaDPRyang
ditangkap oleh Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK).
“Mudah-mudah tidak adalagi
yangketangkep KPK,"kataOSO
di Kompleks Parlemen Sena-
yan, Jakarta, kemarin.

Kemudian dengan kinerja
DPR yang besar, lanjut OSO,
tentu potensi untuk mewujud-
kanharapanmasyarakatterlalu
besar sehingga akan lebih bijak
jika beban besar DPR itu bisa
dibagi dengan DPDagarbeban-
nya menjadilebih ringan agar .
tujuan itu bisatercapai. “Nah,
terlalu besar ini bebannya akan

‘berat sekali. Itu sebabnya saya

katakan bagi polusiitu dengan
DPDsupayaapa?supayabeban -
nyaringan tujuannya tercapai
begitu,” ujarnya. ’

Namun, OSO juga mengu-
capkan selamat ulang tahun
kepada DPR agar hasil survei
Charta Politika, bahwa keper-
cayaan masyarakat meningkat
kepada DPR bukan sebuah re-
kayasa. Dan, DPR bisa konsis-
ten dalam menjalankan fungsi
dan mengawal tujuannya. “Ki-
ta tentunya berdoa agar DPR
melakukan eksistensinya be-
tul-betul konsisten terhadap
tujuan-tujuan pokok pada pe-
rintahundang-undangitusen-
diri,” pungkasnya.
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